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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk: menganalisis dan mendeskripsikan teknik.pengawasan |nspektorat
Kabupaten Landak terkait dengan penggunaan alokasi dana desa di '‘Desa Kayu Ara.dan Desa Sumsum
Kecamatan Mandor, serta faktor @pa sgja yang menyebabkan temuan jika dilakukan pemeriksaan oleh pihak
Inspektorat. Dalam Skripsi ini;metode penelitian yang peneliti gunakan ada-jenis penelitian komparaif dengan
pendekatankualitatif dengan teori yang peneliti gunakan adalah teori’ pengawasan dari-Siagian (2008:112) yaitu
pengawasan on the spot-ebservation dan onthe spot report. Dalam Skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan
pengawasan yang.dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak dalam melaksanakan fungsinya sebagai
pengawas internalspemerintah. Hasil dari penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi optimal “atau
tidaknya Inspektorat Kabupaten Landak',dalam melakukan pengawasan, serta apa tindaklanjuti dari pihak
Ingpektorat jika dalam melakukan pengawasan terdapat.temuan dan kendala apa sgja yang mempengaruhi kinerja
dari pihak Inspektorat. Kesimpulan penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak
sudah cukup-baik, namun dalam melakukan pengawasan.terdapat kendala dari pihak Inspektorat yaitu masih
kurangnya pegawai dalam melakukan pengaasan serta belum adanya kendaraan operasional untuk melakukan
pengawasan.

Kata-kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Teknik Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan.

THE CONTROLLING OF LANDAK REGENCY INSPECTORATE IN VILLAGE
BUDGET ALOCATION USING AT KAYU ARA VILLAGE AND SUMSUM
VILLAGE MANDOR SUB DISTRICT LANDAK REGENCY

Abstract

Thesis writing, is intended to analyze and describe the Porcupine District Inspectorate surveillance techniques
related to the use of funds allocated in the village and the village of Desa Kayu AraMarrow Distrfict of Mandor,
as well as what ‘factors led to the findings,if the examination by the.lnspectorate. In this thesis, the research
methods that researchers use existing types comparative research with a qualitative approach to the theory that
the researchers use @ control theory of Siagian (2008:"112) on monitoring on the spot observation and on-the-
spot report. In this thesis, the researchers tried exposing the supervision carried out=by the Inspectorate of
Porcupine District in performing-its.functions as an internal watchdog, of.the-government. The results of this
study are factors that influence whether or not optima Porcupine District Inspectorate in conducting
surveillance, as well as any follow up from the Inspectorate if there are findings in monitoring and constraints
that influence the performance of the Inspectorate. Conclusion surveillance study conducted by Inspectorate
Landak is good enough, but there are obstacles in conducting surveillance of the Inspectorate is still a lack of
employees in doing pengaasan and the lack of operational vehiclesto conduct surveillance.

Keywords : Village Budget Management, Controlling Tecnic, Controlling Implementation.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Agenda pembangunan nasionnal
mengamanatkan penciptaan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa
melaui akuntabilitas, keterbukaan,
efektifitas dan efisen, menegakkan
supermas. hukum,  dan . “membuka
partisipasi masyarakat-"Sehingga mampu
menjamin kelancaran, keserasian ‘dan
keterpaduan tugas “serta  fungs
penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan,_ Untuk itu, diperlukan
langkah-langkah kebijakan yang terarah
pada perubahan kelembagaan dan sistem
pengawasan.yang efektif. Dalam rangka
peningkatan. kinerja kelembagaan dan
aparetur pemerintah, pengawasan
mempunyai peran strategis dalam rangka
menjamin pel aksanaan kegiatan
pembangunan agar  sesual -.dengan
kebijakan’, yang  ditetapkan  serta
terselenggarannya  pemerintah.. yang
bersih. Untuk, melaraskan - perencanaan
pembangunan bidang pengawasan maka
telah disusun dan ditetapkan. Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Landak
sebagal tolak  ukur
pembangunan dibidang pengawasan

Inspektorat ~ Kabupaten  Landak
sebagal salah satu aparat  dibidang

Pengawasan Internal Pemerintah, berperan

pel aksanaan

dalam mendorong terwujudnya
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penyelenggaraan pemerintah yang
profesional, akutanbel dan transparan
serta mempunyai tugas pokok dan fungsi
melaksanakan  pengawasan  terhadap
kegiatan satuan/unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak.
Berdasarkan informasi dilapangan yang
dilakukan  oleh  penditi  terhadap
pengawasan.langsung yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Landak cenderung
belum, maksimal. Ha«ni dapat dilihat
sering dijumpal permasalahan, didesa dan
sdah | satunya . berkenaan “.dengan
permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD)
yang diketahui melalui=*Laporan Hasll
Pemeriksaan (LHP) tahuns2015 di Desa
Kayu Ara  Kecamatan Mandor
berdasarkan Surat Tugas - Inspektur
Kabupaten. Landak Nomor
700/34/ST/IPKPT/IT/IKAB/2015, antara
lain :

1. .Komposisi penggunaan |Alokas
Dana Desa belum sesuai dengan
ketentuan.

2. Terdapat pembayaran sebesar
Rp.7.920.000,00 (tujuh  juta
sembilan=ratus dua puluh ribu
rupiah) tidak dilengkapi rincian
penggunaannya.

3. Terdapat pembayaran sebesar
Rp.1.200.000,00 (satu juta dua
ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi

dengan daftar nama penerimaan.
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4. Tedapat pembayaran belanja
barang dan
Rp.9.590.000 (sembilan juta lima

ratus sembilan puluh ribu rupiah)

jasa  sebesar

belum dipungut paak sebesar
Rp.1.002.590,54,- (satu juta dua
ribu lima ratus sembilan puluh
rupiah lima puluh empat sen).
Serta di Desa Sumsum. Kecamatan
Mandor terdapat juga permasalahan
didesa mengenai® Alokasi. Dana Desa
(ADD) berdasarkan Surat'Tugas Inspektur
Kab.Landak Nomor: 700/32/ST-
PKPT/ITKAB/2015, antaralain :
1. Tedapat pembayaran sebesar
Rp.16:760.000,00 (enam belas juta
tujuh ratus enam puluh ribu
rupiah) tidak dilengkapi rincian
penggunaan anggaran serta bukti
pendukung yang lengkap dan sah.
2. 'Terdapat pembayaran belanja
barang dan
Rp.13.840.000,00 (tiga belas juta
delapan ratus empat puluh ribu

jasa  .sebesar

rupiah)y, yang belums dipungut
pajak.

3. Terdapat pembayaran.. sebesar
Rp.500.000 (lima ratus ribu
rupiah) pada rincian belanja
paket teknologi (IT) yakni biaya
transportas  yang tidak jelas
penggunaannya.

4. Terdapat sdish kwitans dan
daftar terima pembayaran honor
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pengurus lembaga adat Desa
Sumsum senila Rp.180.000,00
(seratus delapan  puluh  ribu
rupiah).

5. Terdapat pembayaran sebesar
Rp.8.280.000,00 (delapan juta dua
ratus delapan puluh ribu rupiah)
belanja pembayaran honor yang
tidak. dilengkapi bukti pendukung.

Permasal ahan
bahwa masih terjadi, penyalahgunaan

mengindikasikan

Alokass Dana ,Desa dan ™ Pengelolaan
Administrasi Desa belum diselenggarakan
secara baik dan tertib. Penyalahgunaan
ADD " dapat dikatakan+ membutuhkan
peranan penting pengawasan baik dari
Inspektorat dan PemerintahanDesa, agar
dana yang ada tidak disalahgunakan aleh
gparatur pemerintahan desa, sehingga
dapat digunakan sesuai dengan kegunaan
dan kebutuhan Desa. Berdasarkan hal-hal
yang telah diuraikan diatas maka penulis
tertarik membahas. dan mengkaji dengan
judul: Pengawasan.Inspektorat Kabupaten
Landak ‘Dalam. Penggunaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Kayu ‘Ara Dan Desa
Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten
Landak.

2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,
maka permasalahan yang muncul dalam
mel akukan pengawasan di Desa Kayu Ara

dan Desa Sumsum adalah sebagai berikut:
3
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1. Komposisi penggunaan Alokas
Dana Desa belum sesua dengan
ketentuan.

2. Tedapat pembayaran sebesar
Rp.7.920.000,00 (tujuh  juta
sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah) tidak dilengkapi rincian
penggunaannya.

3. Terdapat pembayaran™ sebesar
Rp.1.200.000,00 (satu juta dua
ratus ribusfupiah) tidak dilengkapi
dengan daftar nama penerimaan.

4. Tedapat , pembayaran ‘belanja
barang dan
Rp.9.590.000 (sembilan juta lima
ratus sembilan puluh ribu rupiah)

jasa  sebesar

belum dipungut pajak sebesar
Rp-1.002.590,54,- (satu juta dua
ribu lima ratus sembilan puluh
rupiah lima puluh empat sen).
5. lTerdapat pembayaran  sebesar
Rp.16.760.000,00 (enam belas juta
tujuh ratus-enam puluh ribu
rupiah) tidak ditengkapi- rincian
penggunaan anggaran serta -bukti
pendukung yang lengkap dan sah.
6. Terdapat pembayaran..  belanja
barang dan
Rp.13.840.000,00 (tiga belas juta
delapan ratus empat puluh ribu

jasa  sebesar

rupiah) yang belum dipungut
pajak.

7. Tedapat pembayaran sebesar
Rp.500.000 (lima ratus ribu
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rupiah) pada rincian belanja
paket teknologi (IT) yakni biaya
transportas  yang tidak jelas
penggunaannya.

8. Terdapat selish kwitans dan
daftar terima pembayaran honor
pengurus lembaga adat Desa
Sumsum senila Rp.180.000,00
(seratus delapan  puluh  ribu
rupiah).

9. Terdapat pembayaran  sebesar
Rp.8.280.000,00 (delapan juta dua
ratus delapan puluh ributrupiah)
belanja pembayaran honor ‘yang

tidak dilengkapi bukti pendukung.

3. FokusPendlitian

Berdasarkan pembahasan latar
belakang masalah, maka pendliti
menetapkan  fokus penditian | pada
Pengawasan Langsung (on the" spot
observation dan on the spot; report)
Inspektorat Kabupaten Landaki terhadap
penggunaan-Alokasi Dana Désa di Desa
Kayu Ara dan.Desa Sumsum Kecamatan

Mandor Kabupaten Landak.

4. Rumusan Penelitian

Sgak  dikeluarkannya  Undang-
Undang Nomor 6 tentang Desa tahun
2014, pemerintah memberikan perhatian
khusus terhadap desa dengan menambah
anggaran Alokasi Dana Desa sebagai

perwujudan desa sebagal ujungtombak
4
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pembangunan. Peneliti  merumuskan
masalah sebagal berikut : Bagaimana
pel aksanaan pengawasan langsung

(pengawasan on the spot observation, dan
pengawasan on the spot report) oleh
Inspektorat Kabupaten Landak terhadap
Penggunaan Alokas Dana Desa Di Desa
Kayu Ara Dan Desa Sumsum Kecamatan
Mandor Kabupaten Landak.

5. Tujuan Penélitian

Adapunstujuan _dari, penelitian ini

yaitu :

1" Untuk . mengetahui pelaksanaan
pengavasan on  the ' spot
observation ( inspeks langsung/
pemeriksaan langsung  yang

dilakukan dengan cara

mengobservas kegiatan yang akan
dilaksanakan) di Kantor
Inspektorat Kabupaten Landak.
2. Untuk mengkagi  pelaksanaan

pengawasan on-the spot report (
dilakukan
berdasarkan laporan yang masuk -)
di Kantor, Inspektorat Kabupaten
Landak.

pengawasan  yang

6. Manfaat Pendlitian
1) Secara Teoritis
Dari sSis teoritis, penelitian ini
bermanfaat sebaga media aplikasi
teori yang dapat berguna dalam

mengembangkan pengetahuan
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terkait dengan ilmu pemerintahan.
Hasil penelitian ini dapat pula
menjadi bahan bacaan dan literatur
tambahan bagi peneliti lain yang
juga mengkaji tentang pelaksanaan
pengawasan.
2) Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini
bermanfaat sebagal solusi  dari
masalah “yang dihadapi oleh
pemerintah, Khususnya terkait
dengan pengawasaan yang
dilakukan oleh I nSpektorat
Kabupaten Landak terhadap tugas
pemerintahan desa  sehubungan
dengan Penggunaan“Alokasi Dana
Desa. Serta penelitian” ini dapat
menjadi bahan masukan kepada
Inspektorat Kabupaten Landak
mengenai pengawasan langsung
dan serta dapat dijadikan ibahan
perbandingan bagi penelitian lain
yang khusus mendliti’ tentang

pengawasan.

B. TEORLDAN'METODOLOGI

1. Teori Pengawasan

Menurut Tery (ddam Torang,
2013:177) mengungkapkan bahwa
“pengawasan (controlling) terdiri dari : 1)
menentukan/ menetapkan apa yang harus

dilakukan atau diharapkan, 2)

5
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menemukan/ mengetahui apa yang terjadi,
3) bandingkan hasil dengan harapan, dan
4) menyetujui atau tidak hasil yang
dicapai disertai dengan pengoreksian.”
Muchsan (daam Huda, 2007:32),
berpendapat sebagal berikut
“Pengawasan adalah kegiatan untuk
menilai suatu pelaksanaan tugas secara-de
facto, sedangkan tujuan pengawasan
hanya terbatas pada pencocokan apakah
kegiatan yang .ditetapkan. sebelumnya.
Siagian (ddam Torang, 2013:176)
mengungkapkan , tbahwa  pengawasan
adalah proses pengamatan terhadap
sedluruh  kegiatan  organisasi " untuk
menjamin  afar semua pekerjaan yang
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan
rencana m...yang telah ditentukan
sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas
suatu organisasi ditentukan sgjauh mana
‘contralling’ dilaksanakan oleh organisasi.
Teknik | pengawasan menurut Siagian
(2008:112) adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan Langsung
Inspeksit,langsung atau yang -lebih
dikenal dengan pengawasan langsung
yaitu mengawas seeara..langsung
kegiatan yang sedang dilakukan.
Selanjutnya ada dua macam teknik
yang bisa dilakukan dalam inspeksi
langsung yaitu :
a On the spot observation,
merupakan inspeksi langsung yang
dilakukan dengan cara
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mengobservasi  kegiatan  yang
dilaksanakan.

b. On the spot report, vyaitu
pengawasan  yang  dilakukan

berdasarkan laporan yang masuk.

2. Metode Pendlitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian™s., komparatif, yaitu suatu
penelitian yang bersifat membandingkan.
Pendlitian ini ditekukan untuk
membandingkan persamaan dan
perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan
sifat-sifat objek yang ditdliti berdasarkan
kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono
(2008:11) penelitian komparatif adalah
suatu penelitian yang bersifat
membandingkan.  Disini ~ variabelhya
masih sama dengan variabel mandiri
tetapi untuk sampel yang lebih daril satu,
atau dalam waktu yang berbeda.'Lebih
jelas lagi penditian ini peneliti ingin
membandingkan pelaksanaan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh’Inspektorat
Kabupaten ‘Landak terhadap Desa Kayu
Aradan Desa Sumsum

Teknik _.pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain
. teknik wawancara yaitu berpedoman
wawancara mengadakan  wawancara
langsung guna memperoleh penjelasan
atau keterangan dari sumber data
kompeten dengan masalah yang teliti,

teknik dokumentas yaitu suatu cara untuk
6
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mencari, mengumpulkan, dan
mempelgari  dokumen-dokumen, surat-
surat, serta laporan-laporan  yang
berhubungan dengan fokus penelitian, dan
teknik observas yaitu observasi dilakukan
oleh pendliti untuk mengumpulkan data
yang sesual dengan sifat penelitian karena
mengadakan pengamatan secara langsung.

Teknik andisa data yang“digunakan
dalam pendlitian ini menggunakan Model
Miles dan Huberman dalam 'Sugiyono
(2011:331) yang terdiri dari 3 tahap yaitu :
ReduksiiData (data:reduction), Penyajian
Penarikan
Kesimpulan.. Verifikas  (verification).
Selanjutnya teknik keabsahan data yang
digunakan-oleh peneliti yaitu triangulasi

Data” (data_ display),

sumber, triangulasi waktu, dan triangulas
teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Pengawasan On | -The - Spot

Observation

On The Spot Observation atau
inspeksi langsung merupakan pengamatan
atau observass yang dilakukan oleh
pegawa Inpektorat Kabupaten Landak
untuk melihat sendiri bagaimana desa-
desa mengelola sendiri alokasi dana desa
yang sudah didapatkan oleh desa
Pemberian Alokas Dana Desa ini
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bertujuan untuk membangun desa dan
untuk menyelenggarakan Otonomi Desa
agar terwujudnya kesgjahteraan
masyarakat desa. Temuan Alokas Dana
Desa terjadi karena kurangnya
pemahaman aparat desa  dalam
melaksanaan tugas dan fungsinya sebagai
aparat desa, serta ketidakpahaman dalam
memahami undang-undang yang
mengatur tentangpenggunaan dan tujuan
dari " Alokas Dana sDesa tersebut.
Penggunaan .= Alokass Dana Desa
berdasarkan ketentuan aturan Rasal 8
Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun
2007 " tentang  Petunjuk™ Pelaksanaan
Penggunaan Alokass Dana Desa di
Kabupaten Landak, dimana-dalam aturan
tersebut Alokass Dana Desa dibagi
menjadi 2 (dua) tahap yaitu 30% untuk
biaya operasional Pemerintahan 'Desa
yang digunakan untuk  membantu
tunjangan aparat pemerintah desa, bantuan
tunjangan BPD, biaya ©prasional
Sekretaris Desa,. biaya joperasiond
Sekretaris " BPD, bantuan tunjangan
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Biaya
Perjalanan._Dinas serta pengeluaran rutin
desa. Sedangkan dana 70 % digunakan
untuk pembiayaan pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
biaya perbaikan sarana publik dalam skala
kecil, penyertaan modal usaha masyarakat
melalui BUMDes, biaya untuk pengadaan

ketahanan pangan, perbaikan lingkungan
7
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dan pemukiman, teknologi tepat guna,
perbaikan kesehatan dan pendidikan,
pengembangan sosia-budaya, penyusunan
dan pengisian profil desa, penyediaan
data, buku
pemberdayaan sumber aparatur

administras desa,

pemerintahan desa, penunjang kegiatan 10
program pokok PKK, kegiatan
perlombaan desa, kegiatan bulan bhakti
gotong-royong masyarakat.

Dalam aturan tersebut sudah jelas
maksud danrtujuan dari ADD dan sudah
terprogram sangat jelas penggunaannya.
Jika ditemukan perangkat desa tidak
menggunakan dana ADD sesuai dengan
aturan yang“telah ditetapkan, maka itu
dapat dianggap sebagai temuan oleh pihak
Inspektorat-yang berarti telah melanggar
aturan yang telah ditetapkan. Untuk
mencegah terjadinya temuan terhadap
Alokasi Dana Desa, maka Inspektorat
Kabupaten Landak melakukan
pengawasan langsung ~terhadap objek-
objek dengan cara observasi. .ditempat
yang akan *, dilakukan | ~pengawasan.
Pengawasan langsung yang dilakukan
oleh Inspektorat melakukan.pengamatan,
pemeriksaan secara langsung ketempat
kerja perangkat Desa (Kantor Desa).
Maksud dari tujuan ini agar mendapatkan
informasi tentang kegiatan yang dilakukan
oleh perangkat desa, selanjutnya tim
pengawas melakukan tindakan korektif,
jika ddam melakukan pengawasan oleh
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Inspektorat terdapat penyimpangan dan
temuan di desa, maka dapat dicegah dulu,
dengan cara jika Inspektorat mendapati
temuan dari kegiatan yang dilakukan oleh
pihak desa dalam mengelola Alokasi Dana
Desa maka akan dikomunikasikaan
kepada desa agar dapat diberikan
rekomendasi agar membetulkan temuan
tersebut.

Pengawasan On The Spot
Observation bertujuan untuk pelaksanaan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh
pihak 'Inspektorat. - Kabupaten “Landak.
Agar pelaksanaan pengawasan langsung
dapat ‘berjalan dengan ‘batk dan benar
maka ada tahapan-tahapan™ yang harus
dilakukan oleh pihak Inspekterat. Tahapan

tersebut  méiputi perencanaan,
pengawasan, pemeriksaan. Agar
pel aksanaan pengawasan dapat

dilaksanakan secara optima "maka
Inspektorat Kabupaten Landak selalu
berusaha unuk memanimalisiri’ kendala-
kendala yang-sering dihadapi’ oleh pihak
Inspektorat. Wntuk mengetahui secara
rinci dari kendala-kendala yang sering
dihadapi _oleh--Inspektorat, maka perlu
diketahui dan dipaparkan hasil penelitian
mengenai kendala-kendala yang dihadapi
oleh Inspektorat.

Kekurangan jumlah tim pengawas
serta anggaran juga masih  menjadi
kendala bagi pihak Inspektorat dalam

melakukan pengawasan, dimana tugas
8
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Inspektorat melaksanakan pengawasan di
seluruh SKPD dan Desa yang berada di
Kabupaten Landak, dimana dalam
melakukan pengawasan tersebut pihak
Inspektorat memerlukan biaya yang tidak
sedikit, karena desa-desa yang berada di
lingkungan Kabupaten Landak berjumlah
156 Desa dan di tambah 48 SKPD. Untuk
biaya perjalanan ke objek .yang akan
dilakukan

anggaran yang s€ukup banyak,. dimana

pengawasan memakan
dalam melakukan pengawasan perjalanan
ke desatidak hanya.cukup satu kali dalam
arti sjika data yang telah dilakukan
pengawasan.kurang maka akan diadakan
pengawasan “ulang maka memerlukan
biaya yang tidak sedikit. Adapun
dilakukan  oleh
Inspektorat dalam melakukan pengawasan

persamaan... yang

di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum,
yaitu f,dimana Alokas Dana Desa
merupakan  sebuah  program ... yang
bersiklus® tahunan yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan
pembangunan®, di tingkat -desa, ; karena
adokas Dana Desa dilaksanakan setiap
tahunnya. Oleh karena ituy..pelaksanaan
Alokass Dana Desa mulai dari
perencanaan sampai dengan pengawasan
serta evaluas juga dilakukan setiap tahun.
Pelaksanaan dalam menggunakan Alokasi
Dana Desa di Desa Kayu Ara dan Desa
Sumsum Kecamatan Mandor sudah

dibilang cukup baik, karena kedua desa
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tersebut telah menggunakan Alokasi Dana

Desa sesual dengan peraturan yang ada.

2. Pengawasan On The Spot Report

Pelaksanaan pengawasan on the spot
report atau berdasarkan laporan langsung
ditempat dalam melaksanakan kegiatan,
baik dalam berupa data dan fakta
dilapangan mengenai pel aksanaan
kegiatan dan kondisi dari aparatur desa,
dan ‘hasil dari pelaksanaan kegiatan
pekerjaan yang ,dilakukan olgh aparatur
desa) sehingga. " | jika  ditemukan
penyal ahgunaan dan temuan-temuan dapat
segera‘dilakukan perbaikan.” Keadaan dari
hal tersbut membuat peran™ pengawasan
lebih aktif dalam melakukan*pengawasan
agar tidak menimbulkan kemungkihan
dari penyalahgunaan dan temuan yang
berada di desa. Pelaksanaan on the spot
report tidak berbeda dari pelaksanaan on
the spot observartion, dimana
persamaannya pengawas yang akan turun
langsung kelapangan yang akan dilakukan
pengawasan.

Perbedaannya hanya'terletak dari cara
pengawasan..-yang dilakukan, dalam
pengawasan on the spot observartion
dengan cara melakukan observas dan
pengamatan secara langsung terhadap
penggunaan anggaran serta wujud nyata
atau bukti fisk dari pelaksanaan
penggunaan dana ADD. Jika dalam on the

spot report dilakukan dengan cara
9
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mencocokan data rencana penggunaan
dana ADD yang telah disetujui dan yang
telah disaurkan dengan cara bertahap
dengan laporan pertanggungjawaban yang
telah dibuat sesuai dengan anggaran yang
telah dipakai.

Laporan dan redlisas penggunaan
dari dana ADD dapat dilihat dari |aporan
berkala yang mengena . pélaksanaan
pembangunan desa melalui penggunaan
dana ADD dimulai dari ' redlisas
penerimaan dana ADD, redisas belanja
dana ADD, dan pelaksanaan program
ADD, serta lgporan akhir yang memuat
pélaksanaan._pembangunan yang'. telah
dilaksanakan™ serta dana yang telah
dipakai. ‘Hasil kinerja atau bukti fisik
dilapangan..dan penyelesaan hasil akhir
darif, penggunaan dana ADD. Laporan
pertanggungjawaban suatu hal yang pasti
ditemdi disetiap instansi pemerintahan,
hal init. merupakan wujud pemerintah
untuk mewujudkan pembangunan yang
terarah.

Alokasi, Dana Desa bertujuan
untuk  pembangunan yang berada
dilingkungan pemerintahan-.desa, dalam
mel akukan pengawasan on the spot report
yang dilakukan oleh  Inspektorat
Kabupaten Landak dilakukan berdasarkan
Program Kerja Pengawasan (PKP) dimana
dalam PKP tercantum jadwal melakukan
pengawasan, sasaran serta tujuan yang

ingin dicapai oleh pihak Inspektorat, serta
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kebijakan pengawasan yang ingin
digunakan dengan mengacu hal tersebut
maka pihak Inspektorat harus turun
langsung kelapangan untuk melakukan
dilakukan
pemeriksaan maka akan dibuatkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jika
didalam LHP terdapat temuan maka harus

pemeriksaan setelah

dilakukanrtindaklanjuti dari hasil temuan.
Pelaksanaan “«pengawasan melaui
laporan 'yang dilaksanakan oleh pihak
Inspektorat belum maksimal, karena pihak
aparatur desa belum' sepenuhnya mengerti
dengan pembuatan laperan
pertanggungjawaban dari=kegiatan yang
telah dilaksanakan dengan™dana ADD.
Terdapat ketidakpahaman eleh aparatur
desa  daam pembuatan laparan
pertanggungjawaban dan ketidaksesuaian
laporan dengan bukti fisik serta anggaran
yang telah digunakan. pelaksanaan
pengawasan dengan cara on the spot
report dilakukan berdasarkam’ dengan
Program _ Kerja-. Pengawasan (PKP)
Inspektorat "karena di dalam PKP telah
tersusun  jadwal dalam  melakukan
pemeriksaan..serta kebijakan apa yang
akan diambil jika didaam melakukan
pengawasan terdapat temuan-temuan.
Pelaksanaan pengawasan dengan cara on
the spot report masih terkendala dengan
Kepaa Desa yang jarang berada ditempat
untuk dilakukan pemeriksan. Pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan  oleh
10
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Inspektorat Kabupaten Landak sangat
bergantung pada sumber daya aparatur
atau pegawai  dikantor  Inspektorat
Kabupaten Landak yang bisa dibilang
kurang dalam melakukan pengawasan.
Dimana pegawai yang bekerja dikantor
Inspektorat Kabupaten Landak yang
belum sesuai dengan pekerjaan yang
mereka lakukan, mengingat jumlah
pegawal yang kurang memadai serta tidak
sebandingnya objek yang dilakukan
pemeriksaan”dengan. pegawal yang ada.
Dimana® jumlah, pegawai  Inspektorat
Kabupaten Landak yang berjumlah 123

orang.

D. | SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta
pembahas yang telah pendliti kemukakan
pada bab sebelumnya, kesimpulan.yang
dapat peneliti ambil -dari pembahasan
mengenai bagaimana pengawasan
langsung Inspektorat mengenai
penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa
Kayu Ara dan Desa Sumsum.Kecamatan
Mandor Kabupaten Landak, kesimpulan
yang dapat peneliti simpulkan antaralain :

1. Pengawasan on  the  spot

observation yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Landak
sudah cukup baik, tetapi dalam
melakukan pengawasan
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Inspektorat Kabupaten Landak
mengalami  kendala dari segi
pegawai Inspektorat karena
Inspektorat hanya  memiliki
pegawa 23 orang yang mash
kurang dalam mel akukan
pengawasan dimana Inspektorat
daam melakukan pengawasan
Cukup banyak objek yang diawasi
yaitu 156+Desa dan 46 SKPD
dimana dilihats, dari jumlah
pegawainya kurang, yang
mengakibatkan pengawasan
melalui observas ‘langsung tidak
tidak dapat dilakukan masing-
masing objek pengawasan dalam 1
(satu) tahun, oleh sebab itu maka
pengawasan terhadap objek harus
rolling atau bergantian sesual
dengan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kabupaten [Landak.
Dalam melakukan pengawasan
Inspektorat. tidak ;" membeda
bedakan objek iyang akan
dilakukan pengawasan dimana
dalam--pemberian Alokas Dana
Desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu
tahap pertama 40%, tahap kedua
40%, tahap ketiga 20%, akan tetapi
sekarang ADD sudah bergabung
dengan Dana Desa (DD) jadi
penyalurannya dibagi menjadi 2

tahap yaitu tahap pertama 60% dan
11
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tahap kedua 40%. Perbedaan dari
kedua desa yaitu Desa Kayu Ara
dan Desa Sumsum yaitu dari segi
kebijakan dari kedua desa tersebut
dalam pembangunan desa tersebut.
Inspektorat dalam  melakukan
pengawasan masih  terkendala
sarana dan prasarana seperti mobil
dan  motor  khusus® dalam
melakukan
mengingat™ jarak yang 'ditempuh

pengawasan,

cukup jauh dari perkotaan dimana
dalam melakuka pengawasan tidak
cukup 1 (satu) hari.

2. Pengawasan On The Spot ‘Report
yang “dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Landak sudah berjalan
sangat baik, karena Inspektorat
melakukan  pengawasan  tidak
hanya melalui observasi melainkan
dengan memeriksa laporan
pertanggungjawaban yang...telah
dileporkan oleh pihak desa. Tetapi
daam melakukan— pengawasan
pihak dari Inspektorat Kabupaten
Landak masih
ketidakpahaman dari-aparatur desa

mengalami

dalam pembuatan laporan, Kepala
Desa yang jarang berada di Kantor
saat dilakukan pengawasan
dikarenakan mereka mempunyai
pekerjaan lain, serta dilihat dari
tingkat pendidikan Kepala Desa
rata-rata hanya SMA juga dapat
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mempengaruhi dalam
melaksanakan tugas pokok dan
fungss mereka dikarena mereka
kurang memahami dalam
menjalankan tugas dan fungs
mereka. Faktor-faktor penyebab
terjadinya temuan jika dilakukan
pengawasan dari pihak Inspektorat
dikarenakan berbagai hal yaitu :
ketidakpahaman aparatur dalam
menjalankan tugas pokok dan
ketidakpahaman
terhadap . aturan

fungsinya,
perundang-
undangan, ketidakpahaman dalam
pembuatan laporan, kurangnya
pembinaan terhadap™ desa, dan
kurangnya keterbukaan:

E. SARAN

Berdasarkan hasil pendlitian yang
telah penélitian . uraikan = pada bab
sebelumnya..dan-kesimpulan;'yang telah
peneliti=iuraikan, maka peneliti akan
menyampaikan saran-saran terkait dengan
pel aksanaan .pengawasan yang dilakukan
oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak
dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di
Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum
Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
Adapun saran-saran yang ingin pendliti
kemukakan dalam hal ini sebagai berikut :

12
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1. Ddam pelaksanaan pengawasan

on the spot  observation,
Inspektorat Kabupaten Landak
perlu membuat rancangan
anggaran untuk  melaksanakan
Program Kerja  Pengawasan
Tahunan (PKPT) yang
berhubungan dengan penggunaan
Alokas Dana Desa, serta segera
melakukan  tindaklanjut  jika
didalam smelakukan pengawasan
mendapatkan temuan-temuan serta
penyalahgunaan Alokas © Dana
Desa. Melihat objek yang begitu
banyak, maka sekiranya
Inspektorat Kabupaten Landak
perlu. menambah jumlah auditor
yang: bertujuan untuk mewujudkan
Program Pengawasan terhadap
penggunaan Alokasi Dana Desa,
dan untuk mencegah terjadinya
temuan serta  penyalahgunaan
Alokas Dana =Desa di Desa
Melthat auditor Inspektorat
Kabupaten Landak" « sekiranya
auditor yang baru dapat diikuti
Diklat Auditor “guna..menambah
ilmu dalam melakukan tugasnya
dalam melaksanakan pengawasan.
Serta Perlu adanya kendaraan
operasional  khusus Inspektorat
daam melakukan pengawasan
mengingat letak objek pengawasan
yang cukup jauh.
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2. Dalam pengawasan on the spot
report, Inspektorat Kabupaten
Landak sering mel akukan
pembinaan terhadap perangkat
desa tentang bagaimana cara
pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban terhadap
penggunaan Alokass Dana Desa
yang, baik sesuai dengan aturan
yang bertaku. Inspektorat harus
lebih sering mel akukan
pengawasan terhadapobjek yang
akan diawasi = mengingat®.tingkat
pendidikan Kepala Desa rata-rata
SMA vyang wmash  belum
memahami tentang™ penggunaan
Alokas Dana Desa sesuai dengan
peraturan yang ada. lnspektorat
berserta dengan instansi yang terkit
yaitu  Kantor  Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa maupun Pemerintah
K ecamatan untuk sering
melaksanakan pembinaan  dan
pengawasan dalam hal penggunaan
ADD.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan  pendlitian
dengan judul penelitian “Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Landak Dalam

Penggunaan Alokas Dana Desa Di Desa
13
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Kayu Ara Dan Desa Sumsum Kecamatan
Mandor Kabupaten Landak”, peneliti
menyadari bahwa masih banyak terdapat
kekurangan dalam memaparkan fenomena
yang ada dilapangan, mengingat karena
peneliti  sendiri masih baru dalam
melakukan penelitian ilmiah ini. Adapun
yang menjadi keterbatasan bagi peneliti
adalah dalam melakukan .wawancara,
teknik pengumpulan sdata, dan daam
menganalisis datar peneliti.masih merasa
kurang serta sulitnya peneliti bertemu
dengan narasumber. dikarena narasumber
yang: menjadi informan  penelitian
memiliki kesibukan sendiri sehingga bagi
peneliti kurang maksimal. Keterbatasan
waktu dalam melakukan penditian juga
menjadi ssalah satu kurang maksimalnya
proses pengumpulan data dilapangan.
Kurangnya keterbukaan informan dalam
memberikan informasi terkait dengan
masalah. yang peneliti tdliti,.. yang
dirasakan’, peneliti sebagai salah satu
penyebab 'kurang maksimal...pendlitian
yang peneliti lakukan ini. Untuk pegawai
Kantor Inspektorat Kabupaten Landak
juga telah membantu~=peneliti dalam
melakukan penelitian tersebut, akan tetapi
dari pihak informan Desa kurang adanya
keterbukaan dikarena mereka takut dalam
memberikan informasi terkait dalam

penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.
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